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ABSTRAK

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan
pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Dalam QS An-Nisaa ayat 58 yang artinya sesungguhnya
Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apa
bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Keadilan merupakan
hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam
tujuan suatu negara, yaitu keamanan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Tujuan
bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat
diketahui baik dalam Pembukaan UUD 1945

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research).
Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan data atau
karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat
kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya
tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahanbahan pustaka yang relevan. Tujuan dari
studi kepustakaan ini adalah penelusuran pustaka untuk memperoleh informasi penelitian sejenis,
memperdalam kajian teoritis, mempertajam metodologi dan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk
memperoleh data penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan penolakan yudicial review dari
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 tentang Presidensial Threshold perspektif
Electoral justice, telah menciderai konstitusi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang yang telah mengatur tentang keadilan pemilu,
karena keadilan pemilu tidak hanya terhenti pada tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dalam
berbagai bentuknya, melainkan juga mampu memastikan bahwa semua warga negara terjamin hak-
haknya dari kemungkinan berbagai kecurangan yang terjadi. Keadilan pemilu juga menjangkau titik yang
paling rumit, di mana rakyat sebagai tumpuan demokrasi memiliki pemahaman yang cukup akan
keberadaannya sebagai penentu proses peralihan kekuasaan melalui pemilu yang berjalan secara fair.
Pelaksanaan Al-huquqg al insaniyyah ini tidak bisa terlepas dari agama dan budaya suatu masyarakat
tertentu, sehingga dalam beberapa kasus pelaksanaan HAM bersifat partikular dalam rangka penyesuaian
ini dan bukan untuk mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan tertentu

Kata Kunci: Presidential Threshold, Electoral Justice, Al-Huqug-Al-Insaniyyah



ABSTRACT

Islam instructs every human being to be fair or uphold justice in every action taken. In QS An-
Nisaa verse 58 which means that indeed Allah tells you to deliver the mandate to those entitled to receive
it and tells you when determining the law among humans so that you set it fairly. Justice is important in
the life of the nation and state, this justice is one of the principles in the purpose of a state, namely
security, order, justice, general welfare, and freedom. The goal of the Indonesian state is the fulfillment
of justice for all Indonesian people. This can be seen in the Preamble of the 1945 Constitution.

The method used in this research is library research. Library research is research conducted
through data collection activities or scientific papers aimed at the object of research or data collection
that is literature, or a review carried out to solve a problem that is basically based on a critical and in-
depth study of relevant library materials. The purpose of this literature study is to search the literature
to obtain information on similar research, deepen theoretical studies, sharpen methodologies and utilize
library sources to obtain research data.

The results of this study show that based on the rejection of judicial review of the Constitutional
Court Decision Number 20 PUU-XX/2022 on the Presidential Threshold from the perspective of
Electoral justice, it has harmed the constitution as regulated in the Constitution of the Republic of
Indonesia and the Law that regulates electoral justice, because electoral justice does not only stop at the
availability of dispute resolution mechanisms in various forms, but also being able to ensure that all
citizens are guaranteed their rights from the possibility of various frauds that occur. Electoral justice
also reaches the most complicated point, where the people as the foundation of democracy have sufficient
understanding of their existence as determinants of the process of transferring power through elections
that run fairly. The implementation of Al-huquq al insaniyyah cannot be separated from the religion and
culture of a particular society, so that in some cases the implementation of human rights is particular in
the context of this adjustment and not to maintain the power of a particular government.

Keywords: Presidential Threshold, Electoral Justice, Al-Hugug-Al-Insaniyyah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presidential threshold adalah peraturan ambang batas untuk mengusung
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pengusung dalam hal ini adalah partai politik
yang memiliki kursi di DPR RI. Persentase kursi Partai yang ada di DPR Rl merupakan
dasar penentu untuk mengusung presiden dan wakilnya.

Menimbang, bahwa Presiden butuh dukungan parlemen agar dapat bekerja
secara efektif karena sebagian dari kewenangan Presiden membutuhkan pertimbangan
dan bahkan persetujuan dari parlemen. Regulasi mengenai ambang batas tersebut
tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan
perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau
memperoLeh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu
anggota DPR sebelumnya.” Jadi dengan peraturan tersebut, partai yang memiliki kursi
dengan persentase lebih dari 20% di parlemen dapat mencalonkan kandidat Presiden dan
wakilnya secara mandiri. Sementara Partai yang memiliki persentase di bawah 20% harus
berkoalisi dengan Partai lainnya untuk menggenapi ambang batas yang diperlukan.

Jelas jika presidential threshold akan menyebabkan terbatasnya jumlah
pasangan calon yang akan berlaga memperebutkan kursi nomor satu di Indonesia. Jika
pun dimaksimalkan hanya akan ada empat pasangan yang bisa ikut bertarung. Itu pun
dengan catatan komposisi persentase yang seimbang.

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berasal dari kehendak suatu
kelompok atau bangsa. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu wilayah yang
berpenduduk yang diperintah oleh sejumlah pejabat dan bertugas membimbing warganya
untuk mematuhi peraturan perundang-undangan melalui pengendalian kekuasaan yang

bersifat monopoli dan sah, sehingga negara merupakan alat untuk mencapai tujuan.*

* Miriam Budiarjo, Dasar-dasar llmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), him. 40.
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Sebagai negara demokrasi, Indonesia menggunakan mekanisme pemilihan
presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana yang
digunakan untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.? Secara sederhana, Indonesia adalah negara
demokrasi yang menggunakan sistem pemilihan umum yang memungkinkan warga
negara untuk menjabat sebagai presiden dan wakil presiden untuk mengelola kepentingan
bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Mekanisme yang memungkinkan warga negara secara langsung menduduki
jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara de facto menggambarkan adanya kontrak
sosial antara pemilih dan pejabat terpilih. Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih
secara langsung oleh rakyat akan lebih banyak mendapatkan mandat dan dukungan
praktis dari rakyat dan kehendak rakyat pemilih (general will) sebagai dasar bagi
Presiden dan Wakil Presiden untuk menjalankan kekuasaannya dalam menjalankan roda
pemerintahan negara.®

Secara umum, pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dapat
dikatakan lebih demokratis dibandingkan dengan pencalonan presiden dan wakil
presiden yang dicalonkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena
mekanisme pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ada 2 (dua) alasan mengapa perlu dilakukan pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden. Pertama: Pemilihan umum secara langsung membuka peluang munculnya
presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. Kedua
menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan sesuai
dengan yang diterapkan dalam sistem presidensial.* Berdasarkan pandangan dan alasan
tersebut, wajar jika masyarakat berharap pemilihan umum presiden dan wakil presiden
dapat menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis, bebas dari pemimpin yang
otoriter, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta dapat membangun
kedaulatan rakyat sepenuhnya. 1945, dan dapat membangun kedaulatan rakyat

sepenuhnya.

2 C.S.T Kansil, Tata kehidupan Bernegara (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), him. 11.

3 Dahlan Thaib. Ketatanegaraan_Indonesia: Perspektif Konstitusional (Yogyakarta: Total
Media, 2009), him. 115.

4 Moh. Mahfud MD. Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi,
Cetakan ke-Il (Jakarta: Rajawali Press, 2011), him. 137-139.



Konsekuensi logis dari pemilu legislatif yang mendahului pemilu presiden
adalah terciptanya ketergantungan partai politik terhadap hasil pemilu legislatif dalam
rangka mempersiapkan pencalonan presiden dan wakilnya. Ketergantungan ini bahkan
dilembagakan melalui prasyarat mekanisme ambang batas pencalonan presiden. Disadari
atau tidak, syarat mekanisme ambang batas pencalonan presiden tidak hanya menjadi
penjara bagi partai politik itu sendiri, tetapi juga menjadi cerminan bagi aktivitas
parlementer presiden. Padahal, menurut sistem presidensial, lembaga kepresidenan dan
DPR merupakan dua lembaga yang terpisah dengan basis legitimasi politik yang berbeda
dan tidak bergantung satu sama lain, sehingga pencalonan presiden tidak boleh
ditentukan oleh pemerintah, partai, parlemen setelah pemilihan legislatif.

Hasil pemilihan presiden yang diikuti dengan pemilihan anggota lembaga
perwakilan rakyat juga gagal memperkuat sistem presidensial yang dibangun atas dasar
konstitusional. Check and balances, terutama antara DPR dan Presiden, tidak berjalan
dengan baik. Pasangan calon presiden dan wakil presiden sering kali membuat aliansi
taktis sementara dengan partai politik agar tidak memunculkan aliansi permanen yang
dapat mengarah pada penyederhanaan alamiah partai politik.

Hubungan antara masyarakat umum dengan Presiden dan Wakil Presiden
memiliki sifat saling ketergantungan, artinya masing-masing memiliki hubungan yang
erat yang dapat melemahkan legitimasi Presiden dan Wakil Presiden. Sistem pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden yang seragam di Indonesia sebelum UUD 1945 memberikan
peluang yang sangat besar bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.

Ketentuan mengenai presidential threshold dirumuskan dalam Pasal 9
Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan
kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%
(dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai contoh saat ini adalah Partai Prima yang dinyatakan tidak lolos dalam
ajang kontestasi pemilu, maka diperlukan adanya berbagai penyesuaian dan perubahan
cara pandang demi tegaknya fatsun politik, dan keadilan. Diperlukan adanya cara
pandang yang komprehensif terhadap keadilan yang substantif diseluruh rangkaian
panjang proses pemilu, mulai dari tahap awal pendaftaran, hingga akhirnya penetapan
pemenang. Mewujudkan keadilan pemilu berarti juga menjaga nilai-nilai keadilan itu

hidup pada seluruh prosesnya, sehingga rangkaian demokrasi dapat menjadi sebuah



praktik berbangsa yang sehat dan beradab. dimana rakyat memilih wakilnya dengan
tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa seluruh kontestan dan penyelenggara pemilu
telah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan.
Banyak ahli dan lembaga yang bergerak di bidang pemilu yang telah
merumuskan konsep keadilan pemilu. Di antara yang paling banyak dirujuk adalah
Institute for Democracy and Electoral Asistance (IDEA). Lembaga ini berpandangan,
keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu,
komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk:®
1. Menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses
pemilu sesuai dengan kerangka hukum;

2. Melindungi atau memulihkan hak pilih;

3. Memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk
mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Dengan demikian, keadilan pemilu dapat dikonsepsikan sebagai kondisi di
mana tindakan penyelenggara dan seluruh prosedur dilakukan sesuai regulasi pemilu.
Pada saat yang sama, regulasi pemilu juga menyediakan mekanisme pemulihan terhadap
hak pilih dilanggar salah satunya dengan elemen resolution of electoral disputes.
Kerangka hukum pemilu mesti mengatur prosedur penyelesaian pelanggaran yang terjadi
prasyarat mewujudkan keadilan pemilu dapat dipenuhi.

Kerangka analisis keadilan pemilu (elecotral justice) ini dirasa penting sebab
dimensi keadilan merupakan inti bagi pemilu yang dikatakan demokratis. Dengan
demikian, keadilan harus menjiwai seluruh proses penyelenggaraan pemilu. mengikat
semua stakeholder yang terlibat di dalam pemilu, baik penyelenggara, peserta, maupun
pemilih. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-
benar mendekati kehendak rakyat, sebagaimana tiga elemen yang digunakan sebagai
kerangka keadilan pemilu, yakni pencegahan terhadap pemilu (prevention of electoral
disputes), kemudian penyelesaian terhadap sengketa pemilu (resolution of electoral
disputes) dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada

(alternative of electoral disputes).® Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana

5> Oliver Joseph & Frank McLoughlin, IDEA, Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan
International IDEA (Jakarta: Indonesia Printer, 2010). him. 5

6 Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), Electoral Justice: The International IDEA
Handbook, International IDEA, him. 1



legitimasi kekuasaan. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi
beberapa persyaratan.

Hak Asasi Manusia (HAM) ini cukup luas dan mencakup banyak bidang yang
harus dicantumkan dalam konstitusi negara sebagai legitimasi bahwa rakyat memiliki
hak yang diakui negara dalam proses dinamika kenegaraan. Perlu diingat juga bahwa
konstitusi merupakan hukum tertinggi yang sifatnya paling fundamental dalam suatu
negara sebagai sumber legitimasi dan landasan otorisasi peraturan perundang-undangan
lainnya, oleh sebab itu perundang-undangan dibawahnya tidaklah boleh berseberangan
dengan Undang-Undang Dasar.”

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks ketatanegaraan yang sarat akan
kepentingan politik, Dalam perspektif Islam sebagaimana yang dikonsepsikan Al-Quran,
Hak Asasi Manusia bersesuaian dengan hak Allah swt. Hal ini menunjukkan bahwa
konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi apapun dari
pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu llahi yang telah diturunkan
melalui Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi ummat manusia di atas bumi.
Dengan kata lain huquuqullah dan huquuqul ibad adalah tetap dari Allah swt. Manusia
bertanggung jawab atas kedua kategori hak tersebut di hadapan Allah Swt.® Dengan
demikian, Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan hak yang diberikan oleh Allah
Swt. Hak yang diberikan oleh para raja atau lembaga-lembaga lainnya, baik itu dari
lembaga yang bertaraf internasional, lembaga Negara ataupun lembaga swadaya
masyarakat dengan mudahnya dapat dicabut kembali semudah saat memberikannya.
Begitu pula, sanksi yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut akibat dari
pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak sebanding dengan sanksi dari Allah Swt.

Dalam dimensi tersebut, peneliti berpendapat bahwa penelitian ini meneliti
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 yang menolak yudicial review
atas ketentuan presidential threshold dalam perspektif electoral justice dan al-huquq al-

insaniyyah.

7 Ahmad. Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia
Melalui Perlibatan Mahkamah Konstitusi (Yogyakarta: Ull Press, 2020). him. 23

8 Syekh Syaukat Hussain, Human Rights in Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
him. 54-55



B.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya sebagai berikut:

1.

Bagaimana substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022
Tentang Ketentuan Presidential Threshold dilihat dari prinsip electoral justice?
Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022
tentang Presidensial Threshold di Indonesia yang dilihat dari prinsip al-huquq al-
insaniyyah?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-
XX/2022 Tentang Ketentuan Presidential Threshold dilihat dari prinsip electoral
justice

Untuk mengetahui analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-
XX/2022 tentang Presidensial Threshold di Indonesia yang dilihat dari prinsip al-
huquq al-insaniyyah

Kegunaan Penelitian

Teoritis

Manfaat penelitian ini dari segi teoritis, sebagai sumbangan khazanah ilmu
pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri agar dapat mengembangkan
kemampuan tulisan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan
hasilnya ke dalam tulisan, menambah pengetahuan mengenai masalah yang
diuraikan pada penelitian ini, dan dapat menganalisis secara mendalam tentang
al-huquq al-insaniyyah terhadap eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi No 20
Tahun 2022 tentang Presidensial Threshold di Indonesia yang dilihat dari prinsip
electoral justice

Praktis

Sebagai masukkan bagi praktisi hukum yang berkaitan dengan permasalahan
keadilan pemilu, electoral justice dan hak warga negara, memberikan penjelasan
tentang putusan Mahkamah Konstitusi dalam penolakan yudicial review, agar hasil
penelitian ini dapat menjadi sebuah perhatian dan juga bisa digunakan oleh semua
pihak baik masyarakat umum, pemerintah, Mahkamah Konstitusi maupun lembaga-
lembaga terkait.

Telaah Pustaka

Penelitian hukum ini merupakan hasil dari gagasan dan pemikiran murni

peneliti dengan berdasar pada sudut pandang hukum, bahwa putusan mahkamah



konstitusi terhadap presidential threshold di Indonesia menjadi salah satu permasalahan
yang aktual. Dalam penelitian hukum ini, peneliti bekerja secara mandiri dengan
menggunakan bahan hukum yang dikumpulkan untuk dianalisis, baik berdasarkan
peraturan perundangan maupun literatur hukum.

Berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan, sepanjang pengetahuan
peneliti tidak terdapat penulisan tesis atau karya ilmiah komprehensif lainnya yang
memiliki topik serta bahasan serupa mengenai pengaturan ambang batas atau presidential
threshold. Namun dalam hal ini penulis mengklasifikasian penelitian terdahulu
berdasarkan objek penelitan
1. Berdasarkan penelitian pada objek Presidential Threshold:

Penelitian dilakukan oleh Asrullah Asrullah, Syamsul Bachri, Hamzah
Halim dengan judul Jurnal “Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di
Indonesia: Perspektif Konstitusi” Universitas Hasanuddin, pada tahun 2021.
Penelitian ini mengkaji Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden
(presidential threshold) yang tidak sejalan dengan amanah konstitusi. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis norma presidential threshold dan sistem presidensial
di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan presidential
threshold bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan menderogasi hak
konstitusional partai polittik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.
Ketentuan presidential threshold juga bertentangan dengan semangat penguatan
sistem presidensial dan cenderung quasi parlementer.® Penelitian ini memiliki
relevansi terkait dengan presidential threshold yang bertentangan dengan konstitusi
namun yang membedakan peneltian ini adalah pada prinsip elemen electoral justice
dan hak dalam Islam yang bertumpu pada prinsip al-huqug al-insaniyyah.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Rahmat Teguh Santoso Gobel
dengan judul Tesis “Analisis Yuridis Presidential Threshold Dalam Undang-
Undang Pemilu Presiden Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk pemilu Tahun
2019 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tahun
2017. Penelitian ini mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan
pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019. hasil
penelitiannya adalah membahas logika pemilu serentak pada pemilu 2019 sebagai

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan DPR dilaksanakan secara

9 Asrullah Asrullah, “Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia:
Perspektif Konstitusi” Universitas Hasanuddin, 2021, him. 63



bersamaan, sehingga presidential threshold tidak memiliki urgensitas lagi. Partai
baru yang telah dilegalisasi sebagai peserta pemilihan umum mempunyai hak
konstitusional untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.’® Penelitian
ini mengkaji terkait dengan urgensitas presidential threshold dalam mekanisme
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, penelitian ini memiliki kesamaan terkait
dengan efektifitas dari presidential threshold yang akan peneliti analisis melalui
putusan mahkamah konstitusi yang menolak yudicial review atas permohonan untuk
mencabut aturan ketentuan ambang batas.
2. Berdasarkan penelitian pada objek electoral justice:

Selanjutnya Penelitian dilakukan oleh Mujib dengan judul Tesis
“Perlindungan Electoral Justice terhadap Warga Negara Dalam Pemilihan
Umum”, Program Pasca Sarjana Universitas Lampung, 2019. Tesis ini membahas
tentang permasalahan pengaturan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan
umum dengan fokus pembahasan pada kerangka prinsip demokrasi konstitusional
dan indikator yang dapat digunakan dalam legislasinya. Hasil penelitian ini
menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan penegakan hak politik warga negara di
Indonesia mengalami perubahan selama satu dekade terakhir. Salah satu bentuk
konkret perubahan tersebut adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai negara yang demokratis
Indonesia menjunjung tinggi Hak politik karena hak tersebut harus dilindungi
karena merupakan bagian dari HAM. Tetapi, disamping perlindungan hak politik
tersebut terdapat pula aturan mengenai pembatasan hak politik yang mana telah
diatur baik dalam UUD NRI 1945 maupun Undang-undang lainnya. Pada dasarnya
hak politik merupakan bagian dari HAM yang masuk kategori derogable (bagian
dari HAM yang dapat dikurangi) dimana dengan adanya perlindungan serta
pembatasan hak politik tersebut dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak dan kebebasan seluruh Rakyat Indonesia dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.** Penelitian

10 Rahmat Teguh Santoso Gobel, Analisis Yuridis Presidential Threshold Dalam Undang-
Undang Pemilu Presiden Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untukpemilu Tahun 2019, Tesis,
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tahun 2017, him. 37.

1 Mujib. Perlindungan Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilihan Umum, Tesis,
(Lampung: Program Pasca Sarjana Universitas Lampung, 2019), him. 2.



ini lebih mengarah kepada HAM yang menciderai hak-hak warga negara, penelitian
ini tentu akan sangat membantu peneliti untuk mengkaji dan mendalami terkait
dengan ambang batas dan disproporsionalitas dari ketentuang ambang batas
presidential threshold.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Regitha Aulia Putri, Nadia “Analisis
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap
Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Palu” Fakultas Syariah UIN Datokarama
Palu, penelitian ini membahas tentang perempuan yang dijadikan sebagai pemimpin
ataupun wakil rakyat khususnya dalam politik. Partai politik berpengaruh sangat
penting dalam meningkatkan keterwaki lan perempuan dalam politik sehingga partai
harus memperhatikannya. Dan dalam hal pembuatan peraturan Undang-Undangan
sudah seharusnya pemerintah harus tetap berpedoman dengan peraturan yang ada.
Juga harus mempertimbangan dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya
peraturan Undang-Undangan tersebut.> Penelitian ini menekankan kepada
pengaruh politik terhadap pemimpin perempuan yang menduduki posisi
pemerintahan, penelitian ini memiliki kesamaan terhadap hak untuk menduduki
posisi pemerintahan, namun peneliti lebih mengkorelasikan terhadap hak yang
dikaitkan dengan prinsip electoral justice.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Muhammad Aziz Hakim “Politik
Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era Reformasi”, Fakultas
Hukum Program Pasca Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, pada tahun
2012. Muhammad Aziz Hakim mengkaji konfigurasi politik dan implementasi
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan
Umum pada era reformasi. Adapun Muhamad Azis Hakim menggunakan metode
penelitian normatif sekaligus metode penelitian empiris dalam penelitiannya dengan
mayoritas substansi membahas bagaimana politik hukum dari perundang-undangan
pemilu pada masa reformasi serta pelaksanaannya, terutama pada fokus isu-isu yang

mengandung hal kontroversi.*? Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Azis lebih

12 Regitha Aulia Putri, Nadia “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan di Dprd Kota Palu” Fakultas Syariah UIN
Datokarama Palu, him. 44.

13 Muhammad Aziz Hakim, Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada
Era Reformasi, Tesis, Fakultas Hukum Program Pasca Studi Hukum Tata Negara, Universitas
Indonesia, Jakarta, 2012, him. 22-23.
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menekankan kepada isu-isu politik yang mengandung kontroversi, berbeda dengan
yang akan peneliti kaji yang memfokuskan kepada electoral justice secara hukum
dan perspektif Al-Huquq Al-Insaniyyah.

3. Berdasarkan penelitian pada objek al-huqug al-Insaniyyah:

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Hj. Sitti Aminah “Hak Asasi
Manusia (HAM) dalam perspektif Alquran” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Parepare, Hj. Sitti Aminah mengkaji HAM dalam Alquran yang
melahirkan gagasan bahwa hidup tidak dapat dipisahkan dengan agama atau
kepercayaan, al-karamah yang mengandung makna kehormatan yang identik
dengan setiap individu tetapi berimplikasi sosial, karena kehormatan diri hanya bisa
berjalan jika ada orang lain yang menghormati martabat kemanusiaan seseorang.'
Penelitian ini menekankan kepada HAM dalam Alquran, maka muncul beberapa hak
bagi manusia untuk dijunjung tinggi dan bila tidak maka termasuk pelanggaran
HAM. Hak-hak itu adalah antara lain hak hidup, hak menggunakan dan memelihara
air dan udara, hak kebebasan memilih bagi manusia atas perbuatannya, dan hak
menjunjung tinggi pluralitas. Sedangkan penelitian ini akan berfokus pada HAM
terhadap hak memilih sebagai warga negara dan hak terhadap menduduki posisi
pemerintahan.

Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Daniel Alfaruqi “Korelasi Hak
Asasi Manusia dan Hukum Islam” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, penelitian ini membahas tentang kontroversi antara hukum Islam dan hak-
hak asasi manusia universal yang terus bergulir. Meskipun telah melekat klaim
universal pada prinsip HAM, ketika melihat bahwa konsep tersebut berasal dari
Barat, sebagian umat Islam curiga dan menganggapnya sebagai usaha untuk
mensekulerkan hukum Islam. Karena itu, kalangan Muslim konservatif tetap
menolak penerapan standar-standar Barat, meskipun atas hama HAM universal,
terhadap persoalan-persoalan hukum pada masyarakat Muslim. Berdasarkan

penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa respon Islam terhadap hak asasi manusia

14 Sitti Aminah “Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Alquran” Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010, him
161-173
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adalah cerminan dari tuntutan global, abadi, dan fundamental,’> yang membedakan
peneltian ini adalah pada aspek prinsip HAM yang menitikbertakan pada hak-hak
seseorang untuk menduduki posisi pemerintahan sehingga respon Islam juga peka
terhadap politik di Indonesia terhadap pemilu.

Orisinalitas yang ditekankan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini adalah
objek analisisnya yakni ketentuan presidential threshold yang dikaji dari aspek
electoral justice dan hak warga negara dalam al-huquq al-insaniyyah. Penelitian
hukum ini menekankan bagaimana legitimasi pengaturan presidential threshold
yang membatasi secara langsung pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden
kepada partai politik baru pada perhelatan pemilu 2024 nanti. Selain itu penekanan
yang menjadi unsur orisinalitas dalam penelitian hukum ini adalah pada aspek kajian
parameter-parameter teori hukum yang menjadi dasar pemberlakuan presidential
threshold dalam penyelengggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di
Indonesia, perbandingan aturan-aturan hukum di berbagai negara, serta bagaimana
mewujudkan konstruksi ambang batas dalam pengajuan calon presiden dan wakil
presiden yang ideal, efektif dan partisipatif.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan pijakan dasar untuk menelaah problematika yang
terjadi dalam hal mencari dan menemukan solusi perihal penyelesaian masalah terhadap
suatu penelitian. Landasan teori dapat berupa teori hukum yang berupa teori-teori hukum
umum (grand theory) maupun teori-teori hukum khusus. Selain itu, ada beberapa hal
dikemukakan juga beberapa konsep, asas dana atau doktrin untuk memperlengkapi
landasan untuk membahas masalah penelitian yang selanjutnya sebagai pijakan dalam
mewujudkan kebenaran ilmu hukum yang bersifat (consensus) yang diperoleh lewat
upaya penelusuran (controleurbaar).

Teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas variable-variabel yang
terdefinisikan dan saling berhubungan yang berfungsi sebagai pemberi arahan kepada

peneliti dalam melakukan penelitian.’® Dalam penelitian ini, teori dan konsep yang

> Daniel Alfaruqi “Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam” Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, him.57

16 Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2010), him. 43.
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digunakan sebagai landasan untuk mengkaji ketentuan presidential threshold adalah

sistem presidensial, electoral justice dan teori al-hugquq al-insaniyyah.

1. Sistem Presidensial

Menurut Arend Lijphart, terdapat tiga elemen pokok dari sistem presidensial, yakni:

a. Presiden atau kepala pemerintahan dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap
(fixed term);

b.  Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat ataupun melalui dewan pemilih
(electoral college) seperti di Amerika Serikat;

C.  Presiden merupakan kepala eksekut if yang bersifat tunggal.

Menurut Arend Lijphart, bahwa sistem presidensial ini memiliki kelebihan-
kelebihan diantaranya: pertama, dari pemerintahan presidensial, stabilitas eksekutif
didasarkan pada masa jabatan presiden. Kedua, dari pemerintahan presidensial bahwa
pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dan
pemilihan tak langsung, formal atau informal dalam sistem parlementer. Ketiga, dari
pemerintahan presidensial bahwa pemisahan kekuasaan (saparation of power) berarti
pemerintahan yang dibatasi, perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah.”
Pemisahan kekuasaan ini didasari bahwa negara memiliki kekuasaan yang berbeda dan
menghindari adanya intervensi satu sama lain, sehingga roda pemerintahan bisa berjalan
sesuai dengan porsinya masing-masing.

Problematik sistem presidensial pada umumnya terjadi ketika dikombinasikan
dengan sistem multipartai, apalagi dengan tingkat fragmentasi partai dan polarisasi
ideologis yang relatif tinggi. Terdapat tiga alasan mengapa kombinasi presidensial-
multipartai bermasalah. Pertama, sistem presidensial berbasis multipartai cenderung
menghasilkan kelumpuhan akibat kebuntuan eksekutif legislatif, dan kebuntuan itu
berujung pada instabilitas demokrasi. Kedua, sistem multipartai menghasilkan polarisasi
ideologis ketimbang sistem dua-partai, sehingga seringkali menimbulkan problem
komplikasi ketika dipadukan dengan presidensialisme. Ketiga, kombinasi presidensial
dan multipartai berkomplikasi pada kesulitan membangun koalisi antar partai dalam
demokrasi presidensial, sehingga berimplikasi pada rusaknya stabiltas demokrasi.

17 Arend Lilphart (Penyadur: Ibrahim dkk), Sistem Pemerintahan Parlementer dan
Presidensial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), him. 14-17.
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2. Sistem Hukum Indonesia

Sistem Hukum Indonesia adalah keseluruhan kaidah dan asas berdasarkan
keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang berlaku sekarang di
Indonesia. Sebagai hukum nasional, berlakunya hukum Indonesia dibatasi dalam wilayah
hukum tertentu, dan ditujukan pada subyek hukum dan objek hukum tertentu pula.

Subyek hukum Indonesia adalah warga negara Indonesia dan warga negara
asing yang berdomisili di Indonesia. Sedangkan objek hukum Indonesia adalah semua
benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud yang terletak di
wilayah hukum Indonesia Hukum Indonesia sebagai perlengkapan masyarakat ini
berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat
sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan. Karena hukum mengatur hubungan antar
manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat dan sebaliknya, maka ukuran
hubungan tersebut adalah: keadilan.

Hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sistem, yang terdiri dari
unsur-unsur atau bagian-bagian yang satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan
untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah
Pancasila. Sebagai satu sistem, sistem hukum Indonesia telah menyediakan sarana untuk
menyelesaikan konflik diantara unsurunsurnya. Sistem hukum Indonesia juga bersifat
terbuka, sehingga di samping faktor di luar sistem seperti: ekonomi, politik, sosial dapat
mempengaruhi, sistem hukum Indonesia juga terbuka untuk penafsiran yang lain.

Di Indonesia, penerapan politik hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor
yang sangat menentukan yakni, lde yang dicita-citakan dalam Pancasila, sebagai ideologi,
menjadikan sumber dari segala sumber hukum, menjadi dasar hukum pembentukan
segala peraturan perundangan di Indonesia. Sebagai norma atau kaedah menjadi modal
dasar yang syarat dengan nilainilai fundamental sebagai ciri karakter hukum di Indonesia.
Maka modal dasar norma atau kaedah itu dijadikan landasan hakekat hukum. Karena
Eksistensi norma atau kaedah dalam hal untuk berbuat atau tidak berbuat, sebagai
pedoman hidup atau way of life berperilaku dalam interaksi sosial agar terwujudnya,
ketertiban, kedamaian, ketentraman (order, safety, peace).’® Hal tersebut ensensi yang
menjadi tujuan pokok dari pada hukum itu sendiri. Tentu jika tujuan agar hukum di
indonesia berhasil pilar pilar politik hukumnya tidak boleh melupakan ideologi Pancasila,

sebagai norma atau kaedah yang menjadi dasar sumber dari segala sumber hukum.

18
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Dalam hukum positif Indonesia, hukum lahir dari berbagai sumber hukum
formil tersebut. Dalam kesatuan integral hukum di Indonesia, menurut Pasal 2 UU No.
10 Tahun 2004, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Fungsi dan peranan Pancasila sebagai sumber hukum, antara lain, pertama,
sebagai perekat kesatuan hukum nasional, dalam arti Setiap aturan hukum yang mengatur
segi-segi kehidupan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar
filsafat, pandangan hidup dan dasar negara. Dan, kedua, sebagai cita-cita hukum nasional,
bermakna bahwa seluruh peraturan yang timbul dan mengatur kehidupan masyarakat
dibentuk untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada
nilai-nilai Pancasila secara utuh.

Bagi bangsa Indonesia tidak ada keraguan sedikitpun mengenai kebenaran dan
ketepatan pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara Republik Indonesia.
Pancasila merupakan warisan bangsa dari para pendahulu yang wajib dijaga dan
diterapkan pada kehidupan bangsa saat ini maupun untuk masa yang akan datang.
Pancasila yang digali dan dirumuskan para pendiri bangsa adalah sebuah rasionalitas
bangsa yang beragam, meliputi agama, bahasa, budaya, dan ras yang terdapat dalam
semboyan Bhinneka Tunggal lka. Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa
Indonesia, yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dapat dikatakan
bahwa Pancasila dibuat dari materi atau bahan “dalam negeri”, bahan asli murni dan
merupakan kebanggaan bagi suatu bangsa yang patrotik.

3. Al-Huqug Al-Insaniyyah

Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM adalah term bahasa Indonesia. Dalam
bahasa Arab disebut al-huqug al-insaniyah, sedang dalam bahasa Inggris disebut human
right. HAM dalam Al-Quran, Dalam bahasa Arab, kata haquq diambil dari bentuk mufrad
haqq di mana artinya adalah milik, ketetapan dan kepastian. Jika melacak pada haqq
dalam Al-Quran, ditemukan beberapa makna yang digunakan, antara lain: Ada yang
bermakna menetapkan sesuatu dan membenarkannya, seperti yang terdapat dalam Al-
Qur’an Surah Yasin: 7

Osaalh ¥ aed aa 380 Lle U581 3a 28]
Fugaha memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya

ditetapkan hukum syar’i atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini,
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sudah terkandung hakhak Allah dan hak-hak hamba.!® Sedangkan kata al-insaniyah atau
kemanusian berarti orang yang berakal dan terdidik. Terjadi perbedaan dalam
penelusuran akar katanya. Al-insaniyyah bisa diambil dari akar kata nasiya-yansa yang
berarti lupa.?

Kata al-ins yang berarti ras manusia atau diambil dari kata aluns yang berarti
kemampuan bersosialisasi, atau diambil dari kata nasayanusu yang berarti kekacauan dan
kebimbangan. Ketiga makna dasar dari insan di atas menunjukkan tabiat dasar manusia
yaitu lupa, bersosialisasi dan gerakan. Penambahan ya’al-nisbah menunjukkan sifat
kebaikan yang paling mendasar dari manusia. Kata al-insan digunakan Al-Quran untuk
menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Harmonisasi kedua
aspek tersebut dengan berbagai potensi yang dimilikinya, mengantarkan manusia sebagai
makhluk Allah yang unik dan istimewa sempurna, dan memiliki diferensiasi individual
antara satu dengan yang lain, dan sebagai makhluk dinamis, sehingga mampu
menyandang predikat khalifah Allah di muka bumi. Perpaduan antara aspek fisik dan
psikis telah membantu manusia untuk mengekspresikan dimensi al-insan dan al-bayan,

yaitu sebagai makhluk berbudaya yang mampu berbicara, mengetahui baik dan buruk.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis
penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu
penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai
literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa
bahan-bahan Undang-Undang, jurnal, yurisprudensi dan literatur-literatur. Penekanan
penelitian kepustakaan adalah ingin- menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip,
pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganaliis dan memecahkan

masalah yang diteliti.?*

9 Abd Aziz Dahlan [ed.], at.al., Ensiklopedi Hukum Islam, vol. Il (Cet. I; Jakarta:
Ichtiar Baru van Hoeve, 2003 M.), him. 486

20 Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (t.d.), him.
1910

21 Sarjono. DD., Panduan Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama
Islam, 2008), him.20
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Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian hukum normatif atau metode
penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.??
Penelitian ini bersifat deskriptif yuridis, ditentukan demikian karena disandarkan kepada
argumen vyaitu peneliti mencoba mendekati masalah yang hendak diteliti dengan
menelaah secara mendalam, landasan-landasan filsofi, teoritis, normatif dan sosiologis
tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dalam bingkai ketatanegaraan.

Penelitian ini menitikberatkan pada problematika putusan mahkamah konstitusi
tentang ambang batas dalam pemilu 2024 sebagaimana telah dijelaskan di sub bab
sebelumnya, yaitu electoral justice dan presidential threshold dalam mengajukan calon
Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Serentak Nasional 2024 yang sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analisis
dan konseptual hukum (analitical & conceptual approach), pendekatan sejarah
(historical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) adapun
masing-masing pendekatan menekankan pada fokus kajian yang berbeda yakni sebagai
berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti berbagai peraturan
hukum yang menjadi fokus dalam penelitian. Dalam hal ini, pendekatan perundang-
undangan beranjak pada putusan mahkamah konstitusi yang memiliki korelasi dan
koherensi perihal pemilihan umum khususnya yang memuat ketentuan presidential
threshold, serta materi terkait lainnya yang menjadi bagian kajian penelitian ini.

b. Pendekatan analisis dan konseptual hukum dilakukan dengan menelaah teori-teori
hukum, yang kemudian dianalisis relevansinya terkait dengan permasalahan
pengaturan presidential threshold.

C. Pendekatan kasus dilakukan dengan menilik dari dinamika pengaturan hukum dan
problematika penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan umum sebelum
maupun sesudah diberlakukannya pengaturan presidential threshold atau setelah

keluarnya putusan mahkamah konstitusi.

22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Cetakan ke-11 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), him. 13-14.
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3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dimana data tersebut
diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan data Sekunder dengan bahan pendukung
lainnya:

a. Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak
lain2? Dan sudah dalam bentuk publikasi atau data yang diperoleh
melalui badan pustaka.?* Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa
dari hasil penelitian, karya ilmiah dari ahli dan pakar hukum, catatan persidangan
dan buku-buku yang berkaitan dengan keadilan pemilu (electoral justice),
presidential threshold, dan al-huqug al-insaniyyah.

1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2). Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden;

3). Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan

4). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 Tentang Ketentuan
Presidential Threshold

b. Data Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan
hukum  sekunder,®  sehingga  menjadi bahan  tambahan dalam
penelitian ini, seperti; kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks
kumulatif yang mempunyai korelasi dengan keadilan pemilu (electoral justice),
presidential threshold, dan al-huquq al-insaniyyah.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode
penelitian dengan pengumpulan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis dan
kemudian disimpulkan.

23 Amiriddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 45

2 Ainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 24

25 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Grafindo Persada, 2003),
him. 114
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5. Teknik Pengumpulan Data

Strategi yang ditempuh untuk mendapatkan data penelitian secara valid dan
terpercaya diawali dengan mengeksplorasi dan mengidentifikasi putusan-putusan yang
telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi terkait yudicial review Undang-Undang Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, dan Undang-
Undang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Objek putusan yang dipilih yang ada
hubungannya dengan penafsiran presidential threshold. Berdasarkan putusan-putusan
yang dipilih tersebut, kemudian akan dilakukan kajian secara mendalam sesuai isi putusan
tersebut.

6. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan.
Bahan-bahan tersebut merupakan data yang diolah dengan cara mengumpulkan,
menyeleksi dan mengklarifikasinya secara yuridis kemudian mengelaborasi pranata
hukum Indonesia terhadap pengaturan yang menimbulkan masalah, sistematis untuk
memahami rentetan dan alur kebijakan terhadap timbulnya suatu masalah dan logis
menguraikan pemahaman baru sebagai perbandingan konsep yang konstruktif. Penelitian
ini merupakan penelitian hukum normatif dalam arti data dianalisis secara kualitatif.
Artinya data yang dikumpulkan tersebut diklarifikasi dan diseleksi untuk dicari data
khususnya yaitu yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan demikian dapat
membantu dan mempermudah peneliti. Analisis di sini dimaksudkan sebagai cara untuk
memilah-milah, mengelompokkan, dan mengklasifikasi data agar kemudian dapat
ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori-kategori data yang satu dengan lainnya,
sehingga data tersebut mempunyai makna.

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan
diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Bahan hukum yang diperoleh dari peneletian diklasifikasikan sesuai dengan
permasalahan dalam penelitian;

b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;

C. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan

sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.
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H. Sistematika Pembahasan

Bab satu: Pendahuluan, Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang
meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua: Konsep Islam, konstelasi Al-Huq ug Al-Insaniyah dan electoral
justice. Pada bab ini memuat tentang electoral justice secara intensif dan kritis. Selain itu
bertolak pada perkembangan studi konsep electoral justice di Indonesia sebagimana
dilihat dari konsep fikih Indonesia. Maka dari itu peneliatan ini merujuk konseptual-kritis

hukum.

Bab Ketiga: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 tentang
Ketentuan Presidential Threshold. Pada bab ini memuat ketentuan ambang batas,
pengertian ambang batas, konsep ambang batas, syarat pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden, menjelaskan proses yudicial review atas penolakan keseluruhan yudicial

review, pertimbangan hjakim Mahkamah Konstitusi pada yudicial review.

Bab keempat: Analisis dan Pembahasan, merupakan bab dimana peneliti akan
memaparkan hasil penelitian yang berupa gambaran peneliti tentang Islam dan Electoral
Justice dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ketentuan Presidential Threshold
dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia
dan analisis Al-huqug Al-Insaniyyah serta peneliti menawarkan gagasan terkait
konstruksi sistem pemilu di Indonesia yang efektif dan partisipatif serta terjamin

electoral justice system.

Bab kelima: Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan
masalah yang dilakukan dengan komperhensif dan dilengkapi dengan saran sebagai

bahan rekomendasai dari hasil peneliti.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menjelaskan mengenai Presidential Threshold dalam
Pemilihan Umum di Indonesia pada prinsip Electoral Justice dan Al-Huqug al
Insaniyyah, maka pada akhir penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan

dengan permasalahan tersebut:

Berdasarkan penolakan yudicial review dari Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 20 PUU-XX/2022 tentang Presidensial Threshold, telah menciderai konstitusi
sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
dan Undang-Undang yang telah mengatur tentang keadilan pemilu (electoral justice)
karena Keadilan pemilu tidak hanya terhenti pada tersedianya mekanisme penyelesaian
sengketa dalam berbagai bentuknya, melainkan juga mampu memastikan bahwa semua
warga negara terjamin hak-haknya dari kemungkinan berbagai kecurangan yang terjadi.
Electoral Justice juga sampai pada level bagaimana institusi penyelenggara pemilu diisi
oleh orang-orang nonpartisan serta mampu bekerja dengan integritas yang terjaga.
Bahkan, keadilan pemilu juga menjangkau titik yang paling rumit, di mana rakyat sebagai
tumpuan demokrasi memiliki pemahaman yang cukup akan keberadaannya sebagai
penentu proses peralihan kekuasaan melalui pemilu yang berjalan secara fair. Dengan
demikian, keadilan pemilu mencakup semua aspek yang mempengaruhi bagaimana
pemilu sebagai sebuah kontestasi berjalan secara bebas dan setara Konsep tersebut
didasarkan pada filosofi keadilan sosial yang dikandung sila kelima Pancasila, di mana
semua warga negara mesti terjamin kesetaraan hak-haknya, terutama hak pilih sebagai
hak politiknya. Sesuai konsep tersebut, kebebasan dan kesetaraan hak semua warga
negara merupakan kunci mewujudkan keadilan pemilu. Di mana, untuk mewujudkannya,
semua warga negara mesti bebas untuk menentukan pilihannya. Saat yang sama, juga

bebas dari segala bentuk pengaruh maupun tindakan curang kontestan pemilu.

Selanjutnya Islam telah mengakui eksistensi hak asasi manusia (HAM), karena
Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi ini dan menganugerahinya
dengan martabat yang tinggi. Para ulama merumuskannya dengan konsep magashid al-
syari’ah (tujuan syari’ah), yakni untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang meliputi

keniscayaan (dhardriyyat) dan kebutuhan (h&jiyyat) manusia yang eksistensinya harus

73
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diwujudkan dan dilindungi. Hanya saja, pelaksanaan Al-huquq al insaniyyah ini tidak bisa
terlepas dari agama dan budaya suatu masyarakat tertentu, sehingga dalam beberapa
kasus pelaksanaan HAM bersifat partikular dalam rangka penyesuaian ini dan bukan

untuk mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan tertentu.
B. Saran

Tulisan ini merekomendasikan dua aspek. Pertama hakim yang memutus
perkara pemilu ini sebaiknya adalah hakim yang memiliki sertifikasi tertentu yang telah
mengikuti diklat di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung yang memahami terkait
dengan Electoral Justice System kemudian yang memahami Hirearki Konstitusi sehingga
dalam menjatuhkan putusan tidak kontradiktif, kedua terlibatnya tokoh agama yang
menjadi aspek pengawasan terhadap kebijakan yang memperhatikan hak individu mampu
menjadi landasan bagi pembuat kebijakan agar check and balance hak perorangan secara
konstitusi dan hak al-huquq al insaniyyah tercapai.
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